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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 07 TAHUN 2012 
TENTANG 

SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMAN PASPOR BIASA 
 DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR    

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :   a. bahwa untuk meningkatkan pengamanan dan 
penyempurnaan blanko paspor biasa dan surat 
perjalanan laksana paspor, perlu diatur mengenai 
spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, 
ukuran, desain, fitur pengaman, dan isi blanko sesuai 
dengan standar internasional;   

b. bahwa ketentuan mengenai spesifikasi teknis 
pengamanan paspor biasa dan surat perjalanan 
laksana paspor sebagaimana diatur dalam Keputusan 
Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 
tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat 
Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara 
Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk 
Orang Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012  
tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri 
Kehakiman Nomor   M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang 
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Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat 
Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara 
Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk 
Orang Asing, sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat 
sehingga perlu diganti;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor 
Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5216); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 24  Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 142); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 676); 
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